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PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR 1 TAHUN 2OO8

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TAHUN ANGGARAN 2OO8

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

enimbang

GUBERNUR SUMATERA UTARA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor I Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-

Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan

perwujudan dari RencanaKerja Pemerintah Daerah Tahun 2007 yang dijabarkan ke

dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran yang telah

disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22

Nopember 2007;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b,

perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor

1103) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 59);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1985 Nomor68, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang'

Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang'

Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000

Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4048);

Mengingat : 1.
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|. 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang.
undangan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Neqara Republik lndonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4a21);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia nomor 45481;

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
atas Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4090);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4138);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4540);

17. Peraturan Pemerintah Nomor23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintiahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49,

19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor  574);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4575):

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 4577);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a578);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor



Menetapkan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1. Pendapatan
2. Belanja

Surplus/(Defi sit) setelah Perubahan

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan
b. Pengeluaran

Jumlah PembiaYaan Netto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari :

a. Pendapatan Asli Daerah
b. Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN

ANGGARAN 2OO8

Pasal 1

Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008, adalah sebagai berikut:

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. pajak Daerah Rp. 1.767.210.948.000,00

b. RetribusiDaerah Rp. 13'379'600"000'00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Rp. 76.411.156.000,00
Rp. 40.494.648.000,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Hasil Pajak/Bagi HasilBukan Pajak Rp. 308'994.970.000,00

b. Dana Alokasi Umum Rp. 727 '91A'820'000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri darijenis
pendapatan :

a. Pendapatan Hibah Rp. 22"873-570.000'00

Rp. 2.957.275.712.000,00
Rp. 3.289.251.471.220,40
Rp. (331.975.759.220,00)

Rp. 400.000.000.000,00
Rp. 42.173.585.000,00
Rp. 357.826.415.000,00
Rp. 25.850.655.780,00

Rp. 1.897.496.352.000,00
Rp. 1.036.905.790.000,00
Rp. 22.873.570.000,00

Rp. 1.930.594.847.132,04
Rp. 1.358.656.624.088,00

Rp. 200.476.083.112,00
Rp. 8.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari :

a. Belanja Tidak Langsung
b. Belanja Langsung

(2) Betanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. delanja Pegawai Rp. 535.692.158'840'00

b. Belanja Hibah Rp. 431.369.485.000,00

c. Betanja Bantuan Sosiat Rp. 102.518.000.000,00

d. BelanJa Bagi Hasil kepada ProvinsiiKabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Rp. 652'539'120'180,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan

Pemerintah Desa
f. Belanja Tidak Terduga

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai Rp. 161.742"127 '565'00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 487.590'380.562,00

c. BetanJa Modal Rp. 709-324'115.961'00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari :

a. Penerimaan Rp.
Pn

400.000.000.000,00
a, 17? 5R5 ono oo



Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2008
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Daerah ini, terdiridari :

1. Lampiran I

2. Lampiran ll

3. Lampiran lll

4. Lampiran lV

5. Lampiran V

6. Lampiran Vl

7. Lampiran Vll

8. Lampiran Vlll

9. Lampiran lX

10. Lampiran X

'11. Lampiran Xl

12. Lampiran Xll

13. Lampiran Xlll

Ringkasan APBD;

Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan OrganisasiSKPD;

Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD,
Program dan Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan
Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;

Daftar Piutang Daerah;

Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan
dianggarkan kembalidalam tahun anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Gubernur Sumatera Utara menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Sumatera Utara ini dalam
Lembaran Daerah.

Ditetapkan di MEDAN
pada tanggal 29 Februari 2008

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

d.t.o

RUDOLF M. PARDEDE

Diundangkan diMedan
pada tanggal : 29 Februari 2008

S DAERAH SUMATERA UTARA,


